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 MEMUTUSKAN… 

   Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 80); 

  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1842); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

   

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 20/PK.01-BA/1811/2022 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 

2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Mesuji;
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MESUJI NOMOR 18 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI 

 

 

KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 
 
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
 

No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 

1 Pelaksanaan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

administrasi 

keuangan di 

Lingkungan 

Setjen KPU 

Meningkatnya 

pembinaan 

perbendaharaan 

Persentase meningkatnya 

kapasitas 

pengetahuan/pemahaman para 

pejabat perbendaharaan pada KPU 

Kabupaten dalam pengelolaan 

keuangan Terlaksananya sistem 

akuntansi dan pelaporan 

keuangan 

Jumlah laporan sistem akuntansi 

dan pelaporan keuangan 

Petunjuk pengelolaan keuangan di 

lingkungan KPU 

Jumlah juklas/juknis pengelolaan 

keuangan di lingkungan KPU 

Terselesaikannya 

permasalahan 

pengelolaan keuangan 

Persentase penyelesaian 

permasalahan dalam pengelolaan 

keuangan pada satker KPU 

Kabupaten Mesuji Tersusunnya laporan 

pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran 

Jumlah KPU Provinsi dan 

Kab/Kota yang menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban 
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2 Fasilitasi 

Pengelolaan 

Data, 

Dokumentasi, 

Pengadaan, 

Pendistribusian, 

Pemeliharaan 

dan Inventarisasi 

Logistik Pemilu 

Terlaksananya 

pembinaan koordinasi 

tingkat satker dalam 

mengelola logistik pemilu 

Persentase pola pengelolaan 

logistik Pemilu di tingkat satker 

 

 

 

 

 

 

 

Terlaksananya 

pelembagaan SOP 

pengelolaan logistik 

Pemilu 

Persentase pelembagaan SOP 

pengelolaan logistik Pemilu 

Tersusunnya standar 

logistik Pemilu 

Persentase penyusunan standar 

logistik Pemilu 

Terlaksananya 

pengendalian dan 

pengaturan administrasi 

pengelolaan logistik 

Persentase penyusunan 

administrasi pengelolaan logistik 

Persentase ketersediaan informasi 

arsip dan dokumen pengelolaan 

logistik pemilu 

Tersedianya data 

kebutuhan logistik 

Persentase jumlah, jenis, alokasi 

dan peruntukan logistik Pemilu 

3 Pelaksanaan 

Manajemen 

Perencanaan 

dan Data 

Tersedianya dokumen 

perencanaan dan 

penganggaran, koordinasi 

antar lembaga, data  

Persentase kesesuaian antara 

Renstra dan Renja K/L dan RKA 

KL 

 Persentase kemajuan penyusunan 

dan pelaksanaan model dan 

pedoman reformasi birokrasi dan 

tata kelola KPU 

Terwujudnya koordinasi 

antar lembaga 

Persentase fasilitasi kerjasama 

KPU dengan lembaga lain 

 Fasilitasi pembentukan lembaga 

riset kepemiluan dan 

operasionalisasinya 

Terwujudnya sistem 

administrasi 

penyelenggaraan pemilu 

yang tertib, efektif dan 

efisien 

Persentase laporan monitoring 

dan evaluasi yang akuntabel dan 

tepat waktu 
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Tersedianya data, 

informasi dan sarana dan 

prasarana teknologi 

informasi 

Persentase pemutakhiran data 

pemilih di tingkat kelurahan di 

seluruh Indonesia 

 Pengembangan teknologi informasi 

dalam kepemiluan: (a) kajian e-

voting, e-counting dan e-

recapitulation; (b) penguatan 

sarana dan prasarana perangkat 

teknologi informasi 

kepemiluan 

Tersusunnya rencana 

penerapan e- Government 

yang konkrit dan terukur 

Jumlah sistem aplikasi yang 

digunakan dalam penyelenggaraan 

Pemilu 

4 Pembinaan 

SDM, Pelayanan 

dan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Tingkat ketepatan tertib 

administrasi dan 

pengelolaan SDM 

Penataan organisasi, pembinaan 

dan pengelolaan administrasi SDM 

Terlaksananya Diklat 

Teknis dan Diklat 

Struktural 

Layanan peningkatan kompetensi 

SDM 

Terselenggaranya 

seleksi PNS secara 

transparan dan 

akuntabel 

Pelayanan pengadaan pegawai 

baru 

Dokumen kepegawaian Pengelolaan data base 

kepegawaian 

 Terlaksananya ketatalaksanaan 

SDM 

 Terlaksananya penataan SDM 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan administrasi 

perkantoran 

Persentase pemenuhan 

kebutuhan sarana dan 

prasarana administrasi 

penunjang kinerja pegawai 
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Meningkatnya 

akuntabilitas 

penatausahaan Barang 

Milik Negara KPU 

Nasional 

Persentase pengadministrasian 

BMN KPU Kab ke dalam aplikasi 

SIMAK 

5 Penyelenggaraan 

Operasional dan 

Pemeliharaan 

Perkantoran 

(KPU) 

Terwujudnya 

pengelolaan persediaan 

(Stock opname) 

Jumlah KPU Kab/Kota yang 

melaporkan persediaan asset 

berdasarkan stock opname 

dengan tepat waktu 

Meningkatnya 

kapasitas personil 

pengelola BMN 

Persentase ketepatan dan tertib 

administrasi pelaksanaan 

evaluasi tindak lanjut 

Meningkatnya tertib 

administrasi laporan 

BMN KPU Nasional 

Persentase ketepatan dan tertib 

administrasi review laporan 

BMN KPU 

Tersedianya peraturan 

KPU terkait kearsipan 

dan pedoman lainnya 

yang sesuai dengan 

aturan yang lebih tinggi 

Persentase ketepatan penyusunan 

regulasi kearsipan KPU 

Meningkatnya 

pengelolaan dan 

penerapan kearsipan 

sesuai kaidah kearsipan 

Persentase jumlah arsip yang 

dikelola sesuai dengan penerapan 

kaidah kearsipan 

Meningkatnya kapasitas 

personil dalam 

penerapan Elektronik 

Sistem Kearsipan di 

Kabupaten 

Persentase sosialisasi dan 

penerapan sistem kearsipan 

elektronik di Kabupaten 

Meningkatnya 

akuntabilitas penataan, 

pendataan dan penilaian 

arsip 

Persentase jumlah satker KPU 

Daerah (Prov, Kab/Kota) yang 

mengelola arsip sesuai aturan 

kearsipan 

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji



- 5 - 
 

 

Terpenuhinya sarana 

pendukung untuk 

pengadaan barang 

dengan e-procurement 

Persentase ketersediaan 

dukungan sarana dan 

prasarana e-Procurement 

Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan 

keprotokolan, 

persidangan dan 

perpustakaan 

Persentase penyerahan hasil 

notulen rapat yang tepat waktu (3 

hari) 

 Persentase terfasilitasinya 

keprotokolan dalam pendampingan 

kegiatan- kegiatan pimpinan 

Meningkatnya 

layanan dukungan 

pengamanan 

Persentase keberhasilan 

penanggulangan gangguan 

keamanan, peningkatan 

kapasitas personil anggota 

keamanan yang ber KTA dan 

kegiatan KPU berjalan aman dan 

nyaman 

Tersusunnya laporan 

hasil pemeriksaan 

Persentase penurunan kasus 

terhadap penyelewengan 

keuangan, pegawai 

Tersusunnya laporan 

hasil pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu 

Persentase pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti 

6 Pemeriksaan di 

lingkungan 

Setjen KPU, 

Sekretariat 

Provinsi dan 

Sekretariat 

Kabupaten/Kota 

Tersusunnya laporan 

hasil tindak lanjut 

pemeriksaan BPK, 

BPKP dan APIP KPU 

Persentase penyelesaian 

rekomendasi BPK, BPKP dan APIP 

yang ditindaklanjuti 

Tersusunnya laporan 

hasil evaluasi LAKIP 

Persentase KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang 

mendapatkan nilai akuntabilitas 

kinerja minimal CC 
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Tersusunnya laporan 

hasil review laporan 

keuangan 

Kualitas penyusunan laporan 

keuangan sesuai SAP 

Tersusunnya laporan 

hasil review RKA K/L 

Persentase penganggaran 

KPU yang efektif dan efisien 

 

KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  

ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 

No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 

1 Penyelenggaraan 

Dukungan 

sarana dan  

Prasarana 

Meningkatnya dukungan 

sarana transportasi/ 

mobilitas pegawai 

Persentase pemenuhan kendaraan 

bermotor bagi pejabat dan 

operasional pegawai 

Meningkatnya 

pemenuhan 

peralatan dan fasilitas 

perkantoran 

Persentase pemenuhan dukungan 

sarana dan prasarana 

Mebelair/Elektronik Kantor KPU 

Meningkatnya 

pemenuhan kebutuhan 

gedung/bangunan KPU 

Nasional 

Persentase tersedianya Pagar 

Kantor KPU Kabupaten Mesuji. 

Terselesaikannya tahapan 

pembangunan gedung KPU Pusat 

 

KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 

No. Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan 

1 Penyiapan 

penyusunan 

Rancangan 

Peraturan 

Meningkatnya kualitas 

rancangan Peraturan 

KPU dan Keputusan 

KPU yang sesuai 

Persentase ketepatan waktu 

harmonisasi dan penyusunan 

PKPU dan keputusan KPU 
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KPU, 

Advokasi, 

Penyelesaian 

Sengketa dan 

Penyuluhan 

Peraturan 

Perundang- 

undangan 

yang 

berkaitan 

dengan 

penyelenggar

aan pemilu 

dengan ketentuan 

pembentukan 

peraturan perundang- 

undangan 

Persentase peraturan KPU dan 

keputusan KPU yang sesuai 

format peraturan perundang- 

undangan 

Persentase Provinsi yang 

mendapatkan penyuluhan 

peraturan RPU 

Persentase ketepatan waktu 

penyuluhan 

Meningkatnya kualitas 

pertimbangan/opini 

hukum dan 

penyelesaian sengketa 

hukum 

Persentase penyelesaian sengketa 

hukum yang dimenangkan 

Persentase penyiapan bahan 

kajian/dukungan untuk 

pertimbangan/opini hukum dan 

penyelesaian dengan tepat waktu 

Tersedianya pedoman teknis 

penyusunan pelaporan dana 

kampanye, audit dana kampanye, 

verifikasi partai politik dan 

anggota DPD 

Meningkatnya 

pelayanan dan 

kapasitas 

penyelenggaraan 

Pemilihan Umum 

Persentase pemangku kepentingan 

yang menerima bimbingan/ 

pelayanan penyusunan laporan 

dana kampanye, audit dana 

kampanye, pendaftaran Partai 

Politik dan Anggota DPD 

Persentase ketepatan waktu 

penyiapan bahan pelayanan 

pelaporan dana kampanye, audit 

dana kampanye 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan, pengelolaan 

Pendaftaran partai politik dan 

Anggota DPD 
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dokumentasi dan 

informasi hukum 

Terlaksananya pengelolaan 

dokumen produk hukum 

Terlaksananya penyediaan dan 

penyajian dokumentasi dan 

informasi hukum yang mutakhir 

Terlaksananya dukungan 

ketatausahaan yang handal 

(cepat, tepat dan akurat) 

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ 

Kota yang mengikuti Bimtek 

Pemilukada 

Fasilitasi monitoring dan 

supervise pelaksanaan 

pemilukada dan pemilu legislative 

dan Presiden/Wakil Presiden 

2 

 

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Tahapan 

Pemilu 

Legislatif, 

Pemilu 

Presiden dan 

Wakil 

Presiden, 

Pemilukada, 

Publikasi dan 

Sosialisasi 

serta 

Partisipasi 

Masyarakat 

dan PAW 

Meningkatnya kualitas 

dukungan teknis dalam 

Pemilu Legislatif, 

Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden serta 

Pemilu Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala 

Daerah 

Persentase proses PAW anggota 

DPR dan DPD, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota 

dapat diselesaikan dalam 

waktu 5 hari kerja 

Jumlah Provinsi dam 

Kabupaten/Kota yang telah 

membentuk PPID 

Jumlah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang telah 

melakukan penataan dan 

pengisian Anggota DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota/Ind

uk/Pemekaran 

Jumlah penataan daerah 

pemilihan pasca 

Pemilu 2014 
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